Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSANAAN
RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi
Covid-19 banyak permintaan masyarakat maupun dunia
usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan Rapid Test
Corona Virus Disease 2019;

bahwa berdasarkan Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease (Covid19) yang
diterbitkan Kementerian Kesehatan Pada Tanggal 27 Maret
2020, dan untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 18
Juni 2020 dengan stekholder terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019
Pemerintah Kabupaten Majene;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);



Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PEMERIKSANAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISESASE
2019 PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Majene.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Majene.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggaraan Pemerintahabn Daerah Kabupaten
Majene.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Majene.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Majene sebagai Institusi Pelayanan Kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan dan gawat darurat.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Majene.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Kesehatan
dan Direktur RSUD Kabupaten Majene.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan disuatu wilayah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalam Sistim yang diterapkan oleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Daerah pada umumnya.

Tarif Layanan adalah Imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan termasuk imbal hasil wajar dari investasi
dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan.

Tarif adalah Imbalan yang diterima atas jasa dari kegiatan
peayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan dalam periode anggaran bersangkutan yang
tidak perlu dibayar kembali.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran untuk memperoleh
barang dan/atau jasa untuk keperluan pelayanan.

Biaya Satuan (Unit Cost) adalah perhitungan biaya riil yang
dikeluarkan wuntuk melaksanakan satu unit/satu jenis
pelayanan tertentu yang terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan.



17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotif, preventif dan rehabilitatif.

18. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan
yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit dalam rangka upaya
penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan
dan pelayanan rujukan.

19. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu
yang diberikan oleh tenaga medis, perawat dan petugas
kesehatan lainnya berupa pemeriksaan, pelayanan
konsultasi dan tindakan.

20. Jasa sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas
pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan,
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), bahan non medis habis
pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun
tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan dan rehabilitasi.

21.Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh
pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung
melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi,
visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

22. Rapid Test Corona Disease 2019 yang selanjutnya disebut
Rapd Test Covid-19 adalah metode skrining awal untuk
mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk
melawan Virus Corona yang menggunakan Alat Rapid Test.

23. Rapid Test Mandiri adalah Pemeriksanaan Rapid Test yang
dilakukan orang, pribadi atau badan atas inisiatif sendiri.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama Tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada
masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan
Rapid Test Corona Disease 2019 secara mandiri secara Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas dan PPK BLUD RSUD
Kabupaten Majene.

Pasal 3

Obyek Tarif Pelayanan adalam Pemeriksaan Skrining awal
Corona Virus Disease 2019 yang menggunakan metode tes
cepat dengan alat Rapid Test.

Pasal 4

Subyek Tarif Pelayanan adalah Orang, Pribadi atau Nadan
yang memperoleh pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid-
19 secara mandiri.



BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besaran Tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO JENIS PELAYANAN LOKASI T&l:I)F
1 2 3 4
1. | Pemeriksaan Rapid Test RSUD 350.000,-
Covid-19
UPT Puskesmas 350.000,-
BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 6
(1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan = pembebasan  tarif
pelayanan.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar
tarif pelayanan.

(3) Pembebasan pembayaran dimaksud diperuntukkan untuk
pelayanan pada Puskesmas.

(4) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Layanan
dapat diberikan kepada:

a.siswa dan mahasiswa yang terdaftar sebagai pendudik
Kabupaten Majene yang kuliah di luar daerah di
buktikan dengan Fhoto Copy Kartu Siswa dan Kartu
Mahasiswa;

b.penduduk Kabupaten Majene yang bekerja di Luar
Daerah yang tergolong tidak mampu dibuktikan dengan
Surat Keterangan Tidak Mampi dari Desa/Kelurahan;

c. masyarakat dengan status screning yakni Orang Dalam
Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP),
Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Traching Kontak Erat
Kasus Konfirmasi Positif.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Tarif  Pelayanan  dapat  ditinjau  kembali dengan
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan
layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan
dan kepatutan serta tarif regional.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Di tetapkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI MAJENE
CAP/TTD
H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 25 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
CAP/TTD

BURHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007



